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WALIKRIA RIMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 47  TAHUN 204

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 37 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor

37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembetulan,
Pembatalan, Pengurangan Kctctapan dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administratif Majak Bumi dan
Bangunan Perkotaan belum diatur ketenituan tentang
objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang dikuasai
oleh Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita;

b. bahwa sehubungan dcngan Maksud tersebut pada huruf a
diatas maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 37
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan  Keletapan  dan  Penghapusan  atau
Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada huruf
a,dan huruf b diatas maka perlu membentuk Peraturan
Walikota Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Scmarang Nomor 37 Tabhun 2011 tenting Tala
Cara Pembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan
dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tfentang
Pembentukan  Daerah-daerah Kota DBesar dalam
Linglkungan DPropinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat, dan Daerah Istimewa Yogjakarta;




Sﬂ

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
200% tentang Perubahan Keduw Alus Undang-Undang
Nomor 32 ‘lTahun 2004 tentang Demcrintahan Docral
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negaru Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dun Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembarun
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234y);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan  Kotamadya Daerah Tingkat 1T Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3097);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, dalam
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
89);

Peraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,;




10.

11,

12.

13.

14.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kata S8cmarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuungan Naerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008
Nomor 15, Tambahan Lembarun Daerah Kota Semarang
Nomor 22);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan(Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 13,Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 60 );

Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008
tenitang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang(Berita Daerah
Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 42) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 50 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2008
tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang (Rerita Daerah
Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 50);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan
Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Berita
Dacrah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 37 TAHUN
2011 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 37 Tuhun 2011 Tentang
Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan dan Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
(Berita Dacrah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 37), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai

berikut :

Pasal 2

(1) Kepala DPKAD atas nama Walikota karena jabatan atau afas
permohonan Wajib Pajak dapat :




a. atas permohononan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota
dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLDB yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam pcraturan
perundang undungan perpajakan daerah.

b. membatalkan SPPT/SKPD/STPD, yang tidak benar dan/atau,

¢. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB berupa
bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan.

(2) Kepala DPKAD atas nama Walikola atas permohonan Wajib Pajak
dan/atau Aparal  Penegak  llukum dapat mengurangkan
SPPT/SKPD/STED.

Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dapat diberikan kepada Wajib Pajuk :

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan
subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :

1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :

a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veleran
pejuang kemerdekoon, veleran pembela kemerdekaan,
penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya
diberikan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB
yang terutang.

h) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan
yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang
pribadi yang berpenghasilan rendeh diberikan pengurangan
sebesar paling linggi 75% (tujuh puluh lima perscn).

¢) Objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
penghasilannya sematla-mata berasal dari pensiunan, schingga
kewajiban membayar DPBB sulit dipenuhi diberikan
pengurangan sebesar paling tinggi /5% (tujuh pulub lima
persen).

d) Objek Pujuk yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PDD
sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebesar paling tinggi
75% (tujuh puluh lima persen).

e) Objek Pajuk yang Wajib Pajalmya orang pribadi yang
berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOT) per
meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan
dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sehesar
paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).

f) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa
cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan
dan/atau lingkungan cagar budaya diberikan pengurangan
sebesar 50% (lima puluh persen).




2. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang
mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun TPajak
schelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin
diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 7b% (tujuh puluh
lima persen).

b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan
Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan schesar paling tinggi
100% (acratus pecrsen), meliputi :

1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan olch
peristiwa atau scranpkaian peristiwa yang dischabkan oleh alam
antara lain gempa bumi, tsunami, gunung melctus, banjir,
kckeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.

2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi
kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/wabah hama tanaman.

3. dalam hal objek pajak yang dikuasai negara sebagai barang bukti
yvang discgel atau disita.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 12 disisipkan satu ayat yakni ayat
(1)a, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberikan
berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

(1)a.Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 3
dapat diberikan berdasarkan permohonan dari Aparat Penegak

Hukum.

(2) Permohonan pengurangan pajak terutang Wajib Pajak aebognimina
dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :

a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam
SKPD;

b. perseorangan atau kolektif untuk PBB yang tercantum dalam SPPT.

4.  Ketentuan Pasal 14 ayal (1) ditambah satu huruf yakni hurut ¢, sehingga
Pasal 14 berbunyl sebagai berikul :

Pasal 14

(1) Tengurangun harus diajukan dalam jangka waktu :
a. 3 (liga) bulan terhitung sejak tanggal SPPT;
b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SKFPD;
c. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam;

d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang
luar biasa, kecuali apabila Wajit» Pajak dapat menunjukkan dalam
jangka wakiu tersebut tidak dapat dipemithi karena keadaan diluar
kekuasaannya.




e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bukli penyitaan objek pejak
oleh aparat penepak hukum.

(2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak scbelumnya atas objek

pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak
terkena bencana alam atau schab lain yang luar biasa.

(3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan
pengurangan, atau dalam hol digjukan keberalan telah diterbitkan

surnt leeputusan keberatan dan atas surat keputusan keheratan
dimaksud tidak diajukan banding,

5. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan aluu Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan diubah menjadi sebagaimana fercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 1l

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kola Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI
Diundangkan di Semarang

pada tanggal :
SEKRETARIS DAERAT KOTA SEMARANG

ADI TRl HANANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR




¢. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal bukti penyitaan objck pajak
olch aparat penegak hukum.

(2) Tidak memiliki tunggakan PBB Tahun pajak sebelumnya atas objck
pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal ohjek pajak
terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT atau SKPD yang dimohonkan
pengurangan, atau dalam hal disjukan keberaran telah diterbitkan
surat keputusan kebernlan dan atas surat kepulusan keberatan
dimaksud tidak diajukan banding. ‘

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikola Semarang Nomor 37 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratit Pajak Bumi dan
Bangunan Perkotaan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraluran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahninya, memerintabkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang,

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal % ¢q fh"é,’mbyjr 4014

WALIKOLA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
) C ol b YA o ET 4014
pada tanggal © 3 =¢plL

STTKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRITIANANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN Q-[:JH NOMOR ﬂ} .




LAMDPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

PERURBAHAN ATAS I'ERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 37 TAIIUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMDBLETULAN,
PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI
ADMINISTRATIF PAJAK BUMI NAN BANGUNAN PERKOTAAN,

BAGIAN PERTAMA
TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETUTAN PRI

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan lata cara penyelesaian atas
permohonan pembetulan PBB yang diajukan Wajib Pajak.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tauhun 2009 tentang Fajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajuk Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Scmarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daecrah
Kota Semarang Nomor 60);

3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tala

Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan

. Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi

dan Bangunan Perkotaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2011 Nomor 37).

C. Pihak Terkait :

1. Kepala DPKAD
Kepala Bidang Pajak Dacrah
Kepala Scksi Penelupan

Koordinator Pos Pelayanan PBB

Pelaksana

Wajib Pajak

AL




D. Dokumen yang digunakan :

1. Surat Permohonan Wajib Pajak

2

= BN

Bukli Penerimaan Surat (BI’S)

E, Dokumen yang dihasilkan :

1

Lraian Penelitian

2. Surat Keputusan Pembetulan

F. Proscdur Kerja :

1.

10.

11.

12.

Wajib Pajak mengajukan permchonan pembetulan PBB secara
tertulis ke Koordinator Pos Pelayanan PBB.

Petugas Pos Pelayanan menerima permohonan pembetulan PBB
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas
permohonan belum lengkap, dihimbau kcpada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan
dicctak BPS dua rangkap, lembar pertama untuk Wajib Pajak
sedang lembar kedua akan digabungkan dengan Dberkas
permohonan, dan mencruskan ke Koordinator Pos Pelayanan PBB.

Koordinator Pos Pelayanan meneliti berkas permohonan dan
meneruskan kepada Ka. Bidang Pajak.

Ea, Bidang Pyak menugaskan Ka, Sic Penctapan untuk meneliti
berkas permohonan

Ka. Sie Penetapan menugaskan Koordinator Kecamatan untuk
mencliti berkas permohonan

Koordinator Kccamatan membuat konsep  Urwian Penelitinn
berdasarkan hasil penslitian lapangan/kantor dan meneruskan
kepada Kepala Seks1 Penetapan.

Kepala Seksi Penetapan meneliti dan menandatangani konsep
Uranan Penehitian, dan membual konsep Surat Keputusan
Pembetulan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.
Kepala Bidang DPajak Dacrah mencliti konscp Surat Keputusan
Pembelulan, menandstangant  konsep Uraiao Penclitian,  dan
meneruskan kepada Kepala DPKAD,

Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Uraian Penelitian
dan SBurat Keputusan Pembetulan,

Pclaksana mcnatausahakan dan menginmkan Surat Keputusan
Pembetulan ke Pos Pelayanan Pajak Wajib Pajak.

Koordinator Pos Pelayanan menyampalkan Surat Keputusan
Pembetulan Kepada Wajib Pajak dengan tanda terima

Proses selesai

Jangka Waktu Penyelesaian ;
Paling lamsa 2 bulan




Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 2 bulan

" G.Bagan Arus (Flow Chaurt) :

Wajib Pajak

Berkas

permohonan

SK di terima

oleh WP

Petugas Koordinator | Kepala Kepala Kepala
Pos Kccamatan | Seksi Bidang DPKAD
Pelayanan Penetapan | Pajak
PBB Dacrah
Menilili
Brs
/LPAD l
"Ji—
LIraian Meneliti dan Mcnerima dan
penclitian don membuat membuat
konsep SK Ml disposizi + disposisi
N Telitd, ttd Teluuh, tid Setujui dan ttd LIP
» UP, parat . | UP,paraf dan SK
kunsep 3K T konsep SK
Manyamjpa Menata |
',;ﬁf&,,‘,‘* < usaha -
dengun kan SK
tanda
terima
/I__
‘-..f./"’

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI




BAGIAN KKEINUA

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKPD/STPD

A. Deskripsai :

Prusedur operasi ini menguraikan  lata cara penyeélesaian  atas
permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPL yang diajukan Waijib Pajak.

B. Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Rutribusl Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 130, Tambuhan Tembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semnarang Nomor 60);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pembetulan, Pembatalan, pecngurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi
dan Bangunan Perkolaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2011 Nomor 37).

C. Pihak Terkait ;

1
2
3
4.
)
6
7

Kepala DPKAD

Kepala Bidang Pajak Daerah
Kecpala Seksi Penetapan
Koordinalor Pos Pelayanan PBD
Koordinator Kecamatan
Pelaksana

Wajib Pajak

D. Formulir yang digunakan :

1.
2.

Surat Permohonan Wajib Pajak

Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Dokumen yang dihasilkan :

1.
2.

Uraian Penelitian

Surat Keputusan Pembatalan




F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pembatalan
SPPT/SKPD/STPD sccara tertulis ke Koordinator Pos Pelayanan
SPPT/SKPD/STPD.

2. Pectugas Pos Pelayanan mcnerima permohonan  pembatalan
SPPT/SKPD/STPD kemnudian meneliti kelengkapan pereyaratanmny#.
Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dihimbau kepada
Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam hal berkas pecrmohonan
andah lengleap, akan dicetale BPS dua rangkap, lembar pertama
untuk Wajib Pajuk sedang lembar kedua akan digabungkan dengan
berkas permohonan, dan meneruskan permochonan ke Koordinalor
Pos Pelayanan PBB.

3. Koordinator Pos Pclayanan menelili berkas permohonan dan
menerugkan kepada Ka. Bidang Pajak

4. Ka. Bidang Pajak menugaskan Ka. Sie Penetapan untuk meneliti
berkas.

5. Kepala Scksi Penetapan menugaskan Koordinator Kecamatan
untuk meneliti berkas permohonan .

6. Koordinator Kecamatan membuat konsep Uraian Penelitian dan
konsep Surat Keputusan Pembatalan herdasarkan hasil penelitian
lapangan/kantor dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penctapan.

7. Kepala Scksi Penetapan meneliti dan menandatangani konsep
Uraian Penelitian, Membuat konsep Surat Kepulusan Pembatalan,
dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak Daerah.

8. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti konsep Surat Keputusan
Pembatalun, menandatangani konsep Uraian Peneliban, dan
meneruskan kepada Kepala DPKAD.

9. Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Pembatalan.

10. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan
Pembatalan kepada Koord. Pos Pelayanan PBB.

11. Koordinator Pos Pelayanan menyampaikuan  Surat Keputusan
Pembatalan Kepada Wajib Pajak,

12. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :
| Paling lama 3 bulan




G. Bagan Arus (Flow Chart) :

Wajib Pajak | Petugas Koordinator | Kepala Kepala Kepala
Pos Kecamatan | Seksi Bidang DPKAD
Pelayanan Penetapan | Pajak
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BAGIAN KETIGA

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PEB

A. Desknipsi ¢ ‘
Prosedur ini menguraikan laia cara penyelesaian atas permohonon
pengurangan FRRB yang diajukan Wajib Pajuk dan/alau Aparat Penegak
Hukum.

B.Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah duan
Retribugi Dacrah (Lembaran Nepara Repuhlik Indoncaia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Buangunan Perkotaan (Lembaran Dacrah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 60);

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 fentang Tala
Cara Pembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan
Bangunan Perkolaan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 37).

| C.Dihak Terkait :

|
\
7.
8!
|
|

. Kepala DPKAD
. Kepala Bidang Pajak Daerah
. Kepala Scksi Penectapan

1
2
3
4.
5
6

Koordinator Nos Pelayanan PEE

. Koordinator Kecamatan

. Pelaksana

Wajib Pajal

Aparal Penegak Hukum

D.Dokumen yang digunakan :

1.
2.
3.

Surat Permohonan Wajib Pajak dan/atau Aparat Penegak Hukum
Bukl Penerimaan Surat (BPS)
Bulti Sita

E. Dokumen yang dihasilkan :

1.
2.

Uraian Penelitian

Surat Keputusan Pengurangan




F. Prosedur Kerja Permohonan Pengurangan dari Wajib Pajak:

1.

2.

10.

11.

12.

Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan PBB secara
tertulis ke Pos Pelayanan PBB.

Petugas Pos Pelayanan menerima pcrmohonan pengurangan PBB
kemudian meneliti kelengkapan persyaratannya. Dalam hal borkas
permohonan belum lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk
melengkapinya. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan
dicetak BPS dan LPAD, BPS untuk Wajib Pajak sedang LPAD akan
digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan ke
Koordinalur Pos Pelayanan .

Koordinator Pns pelayanan menelitl berkas permohonan dan
meneruskan kepada Ka. Bidang Pajak.

Ka. Bidang Pajak menugaskan Ka. Sie Penetapan untuk meneliti
berkas permohonan.

Kepala Seksi Penetapan menugaskan Koordinator Kecamatan untuk
meneliti berkas permohonan .

Koordinator Kecamatan membual konsep Uraian  Penelitian
berdasarkan hasil penclitian  lapangan/kantor dan  diteruskan
kepada Kepala Scksi Penetapan.

Kepala Seksi Penetapan meneliti dan menandatangani konsep
Uraian Penelitian, dan membuat konsep Surat Keputusan
Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak
Daerah.

Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti serta menandalangani uraian
penelitian dan meneruskan konsep Surat Keputusan Pengurangan,
dan meneruskan kepada Kepala DPKAD.

Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Pengurangan.

Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan
Pengurangan ke Pos Pelayanan untuk disampaikan ke Wajib Pajak.

Kootrdinator Pos Pelayanan menyampaikan Surat hkepulusan
Pengurangan kepada Wajib Pajak

Proses selesai.

Jangka Waktu Penyeleshian :
Paling lama 4 bulan

G.Prosedur Kerja Permohonan Pengurangan dari Aparat Penegak Hukum:

1.

2,

Aparat Penegak Hukum mengajukan permohonan pengurangan PBB
secara tertulis ke Walikota Semarang,

Walikota Scmarang menurunkan dan meneruskan permohonan
pengurangan kepada Kepala DPKAD Kota Semarang.

Kepala DPKAD menurunkan dan meneruskan permohonan
pengurangan kepada Ka. Bidang Pajak.

Ku. Bidang Pajak menugaskan Ka. Sie Penetapan untuk meneliti
berkas permohonan




5. Kepala Seksi Penctapan menugaskan Koordinator Kecamatan untuk
meneliti berkas permohonan .

6. Koordinator Kecamatan membual konsep Uraian Penelitian
berdasarkan hasil penelitian lapangan/kantor dan diteruskun
kepada Kepala Selksi Petetapan.

7. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan menandalangani konsep
Uraian Penelitian, dan membual konsep BSurat Keputusan
Pengurangan, dan meneruskan kepada Kepala Bidang Pajak
Dacrah.

%,  Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti serta menandalaugani uraian
penelitian  dan meneruskan konsep Surat Keputusan Pengurangar,
dan meneruskan kepada Kepala DPKAD.

9. Kepala DPKAD menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan
Pengurangan.

10. Pelaksana menatausahakan dan menyampaikan Surat Keputusan
Pengurangan kepada Aparat Penegak Hukum.

11. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesalan :
Paling lama 4 bulan




H.Bagan Arus (Flow Chart) Permohonan Pcngurangan dari Wajib
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BAGIAN KEEMPAT

TATA CARA PENYELESAIAN PERMOTTONAN PENGHAPUSAN ATAU

PENGURANGAN SANKSI SPPT/SKPD/STPD

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian atas
permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi SPPT/SKPD/STPD
vang diajukan Wajib Pajak.

B, Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

- Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 (entang

Pajuk Dumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 60);

. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata

Cara Dembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan dan
Penghapusan uluu Pengurangan Sanksi Administratil Pajuk Bumi
dan Banpunan Perkotaan (Beritn Dacrah Kota Scmarang Tahun 2011
Nomor 37).

C. Pihak Terkait :

1.

2o

v s ow

N e

Kepala DPKAD

Kepula Bidang Pajak Dacrah
Kepala Seksi Penetapan
Koordinatot Pos Pelayanan PBB
Koordinator Kecamatan
Pelaksana

Wajib Pajak

D. Formulit yang digunakan :

1.
2.

Surat Permohonan Wajib Pajak
Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Dokumen yang dihasilkan :

1.

?ll

Uraian Penelitian

Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi




F. Prosedur Kerja :

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan aiau
pengurangun  sanksi  SPPT/SKPD/STPD  secara tertulis ke
Koordinator Pos Pelayanan SPPT/SKPD/STFPD.

2. Petugas Pos Pelayanan menerima permohonan penghapusan atau
pengurangan  sanksi SPPT/SKPD/STPD kemudian  meneliti
kelengkapan persyaratannya. Dalam hal berkas permohonan belum
lengkap, dihimbau kepada Wajib Pajak untuk melengkapinya. Dalam
hal berkas permohonan sudah lengkap, ahkan dicelak BI'S dua
rangkap, lembar pertama untule Wajib Pajak sedang lembar kedua
akan digabungkan dengan berkas permohonan, dan meneruskan
permohonan ke Koord. Pos Pelayanan PBB.

3. Koordinator Pos pelayanan  meneliti berkas permohonan dan
meneruskan kepada Ka. Bidang Pajak,

4. Ka. Bidang Pajak menugaskan Ka. Sie Penetapan untuk meneliti
berkas permohonan.

o. Kepala Seksi Penetapan menugaskan Koordinator Kecamatan untuk
melakukan penelitian atas berkas permohonan.

6. Koordinator Kecamatan membuat konsep Uraian Penelitian
lapangan/kantor dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penetapan.

7. Kepala Seksi Penetapan meneliti dan menandalanguni konsep
Uraian Penelitian, membuat konsep Surat Keputusan Penghapusan
alau pengurangan sanksi, dan meneruskan kepada Kepala Bidang
Pajak Daerah.

B. Kepala Bidang Pajak Daerah meneliti konsep Surat Keputusan
Penghapusan atau pengurangan sanksi, menandatangani konsep
Uraian Penelitian, dan meneruskan kcpada Kepala DPKAD.,

9. Kepala DPKAD menyetujul dan menandalungani  Surat Keputusan
Penghapusan atau pengurangan sanksi.

10. Pclaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan
Penghapusan atau pengurangan sanksi Kepada Koordinator Pos
Pelayanan PBB,

11. Koordinator Pos Pelayanan menyampaikan Surat Keputusan
Penghapusan atau pengurangan sanksi kepada Wajib Pajak

12 Prases selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :
Paling lama 4 bulan




[. Bagan Arus (Flow Chart) Permohonan Pengurangun dari Aparat
Penegak Hukum:
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Hukum Penetapan | Pajak
Naearah
mulai
Berkas Rerkas _
pt.’:l‘lllﬂhﬂllﬂ.ll permuhunun
- -
——
Uraian Meneliti dan Menerima dan
penelitian dan membuat membuat
konsep SK 4= (1 disposisi disposisi
Telit, tid Teluuh, td Selyyu dan thd
¥ UP, parat’ . | up,paraf UP dan SK
konsep SK » | komsepSk [T
Pelaksana %
Menulausala
kan don
SK di terima menyampai
kan SK

olch WP

WALIKOTA _SLEMARANG

HENDRAR PRIHADI




